BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

' PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI

:Menimbang

Mengingat

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan  dengan  memperhatikan  prinsip
demokrasi dan keadilan;

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang berguna untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, tanggal 26
Mei 2015 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal
124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu
meninjau kembali tarif retribusi pengendalian
Menara Telekomunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten di
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Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881});
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
210);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 49
Tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP}),

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 10
Tahun 2006 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor  02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara
Bersama Telekomunikasi;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan
Informatika dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor :18 Tahun 2009, Nomor :
07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/
03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman
Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran
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Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor
15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16
Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor
16}

21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi  (Berita Daerah  Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019
Nomor 8);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
XII/2014, tanggal 26 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi {Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang
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Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi _ _
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah o
Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 8) diubah,
sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Besarnya  retribusi  pengendalian  Menara
Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian
antara Tingkat Penggunaan Jasa dengan Tarif
Retribusi (RPMT = TPJ x TR).

(2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebesar Rp787.500,00 (tujuh ratus
delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lamongan.
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Agustus 2019
BUPATI LAMONGAN,
ttd
Diundangkan di Lamongan FADELI

pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 __ 3
NOMOR 36 ali _"@Q-_;&eguai dengan aslinya

ala Bagian Hukum,




